
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 15 TAHUN 2O2r

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 68 TAHUN 2O2O

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O tentang Pedoman

Pen5rusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021, Lampiran poin 47, Dalam hal

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak

ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada

tahun anggaran sebelumnya, akibat pemberian

kesempatan kepada penyedia barang/jasa dan

menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui

Tahun Anggaran 2O2O sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, dan/atau akibat putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam

APBD Tahun Anggaran 2O2l sesuai dengan kode rekening

berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud

dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah

tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2O2l dan

diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya



Mengingat

dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan

APBD Tahun Anggaran 2O2l atau ditampung dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan

APBD Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan

, Nomor 17 IPMK.OT 12021 tentang Pengelolaan Transfer Ke

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2L Dalam

Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease2O19 (COVID-19) dan Dampaknya, ketentuan pasal

1 Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan

untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona

Virus Disease 2ol9 (covlD-19) dan belanja prioritas
lainnya, dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dukungan
pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari
alokasi DAU;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna
Nomor 68 Tahun 2O2O Tentang penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 194s

Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun Lggg tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L999 Nomor 18 1 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 84

Tahun 2OOB tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-



2.

3.

4.

5.

6.

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 1O7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a42fi);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa34;
Undang-Undani Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua

7.



Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

, Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah .dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 2IO, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor ao28l;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor l7l, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 53a0);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a693);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2OOg tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6t77);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OlO tentang Tata

Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Serta Kedudukan

keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OlO Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5107);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2O1O tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLZ tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6Oa\;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL7 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106);

18. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2oo7

tentang Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

, telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 2oll tentang Perubahan Atas peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2oll tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repubrik

Indonesia Tahun 2OIL Nomor 525);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial
yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gg

Tahun 2ol9 tentang Perubahan Kelima Atas peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlL tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}lg
Nomor 565);

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2
Nomor 75fl;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tatrun 2ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan

Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 1067);
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Menetapkan

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

, Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OI8 Nomor 630);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2L (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 888);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor l78l);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11

Tahun 2O2O tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Angggaran 2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2O2O Nomor 11);

27.Peraturan Bupati Natuna Nomor 68 Tahun 2O2O tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Angggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2O2O Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 68 TAHUN 2O2O

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati

Tahun 2O2O tentang Penjabaran Anggaran

Natuna Nomor 68

Pendapatan dan
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Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2O2O Nomor 68), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

$nggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

direncanakan sebesar Rp1.002.7 19.804.O51,77 (satu trilyun

dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus

empat ribu lima puluh satu rupiah dan tujuh puluh tujuh
sen), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar

Rp75.959.512.022,00 (tujuh puluh lima milyar sembilan

ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu

dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas

milyar rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp507.000.000,00 (lima

ratus tujuh juta rupiah).
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Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

milyar rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp53.452.512.022,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus

lima puluh dua juta lima ratus dua belas ribu dua puluh

dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar

Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rr.piah) terdiri
dari:

a. Pajak Hotel Rp110.687.500,00 (seratus sepuluh juta
enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah);

b. Pajak Restoran Rp2.228.062.500,00 (dua milyar dua

ratus dua puluh delapan juta enam puluh dua ribu
lima ratus rupiah);

c. Pajak Hiburan Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima

ratus ribu rupiah);

d. Pajak Reklame Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga
juta rupiah);

e. Pajak Penerangan Jalan Rp6.610.000.000,00 (enam

milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);

f. Pajak Parkir Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
g. Pajak Air Tanah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah);

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Rp1.013.000.000,00 (satu milyar tiga belas juta rupiah);

(4)

(s)
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i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBBP2) Rpl.218.000.000,00 (satu milyar dua ratus

delapan belas juta rupiah); dan

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

p) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp507.000.000,00

(lima ratus tujuh juta rupiah) terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum Rp367.000.000,00 (tiga ratus

enam puluh tujuh juta rupiah);

b. Retribusi Jasa Usaha Rp70.000.000,00 (tujuh puluh
juta rupiah); dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp70.000.000,00 (tujuh

puluh juta r-upiah).

(3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di
pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

milyar rupiah) yang merupakan Bagian Laba yang

Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada BUMD.

(4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)

direncanakan sebesar Rp50.885.152.922,00 (1ima puluh

milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus lima
puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)

terdiri dari:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Rp699.940.000,00 (enam ratus sembilan puluh

sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

b. Jasa Giro Rp7.762.806.834,00 (tujuh milyar tujuh ratus

enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu delapan

ratus tiga puluh empat rupiah);
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Pend.apatan Bunga Rp6.2 18.767.123,00 (enam milyar

dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh

tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan

Daerah Rp15.730.019.910,00 (lima belas milyar tujuh

ratus tiga puluh juta sembilan belas ribu sembilan

ratus sepuluh rupiah);

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

f. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Rp76.5OO.OOO,O0 (tujuh puluh enam juta lima ratus

ribu rupiah);

Pendapatan dari Pengembalian Rp1.510.599.805,00

(satu milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus

sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima

rupiah);

Pendapatan BLUD Rp13.982.100.000,00(tiga belas

milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus

ribu rupiah); dan

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Rp6.871.778.350,00 (enam milyar delapan ratus tujuh

puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu

tiga ratus lima puluh ruPiah).

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b direncanakan sebesar Rp915.363.7 L3.O99,77

(sembilan ratus lima belas milyar tiga ratus enam puluh

tiga juta tduh ratus tiga belas ribu sembilan puluh

sembilan rupiah dan tujuh puluh tujuh sen), yang terdiri

atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

a

C.

d.

e.

ob'

h.

4.
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b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp851.O76.113.342,77 (delapan ratus lima puluh satu

milyar tujuh puluh enam juta seratus tiga belas ribu tiga

ratus empat puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen).
,
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp64.287.599.757,00 (enam puluh empat milyar dua ratus

delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh

sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar

Rp851.O76.113.342,77 (delapan ratus lima puluh satu

milyar tujuh puluh enam juta seratus tiga belas ribu tiga

ratus empat puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen)

terdiri dari:

a. Dana Perimbangan Rp743.465.838.342,77 (tujuh ratus

empat puluh tiga milyar empat ratus enam puluh lima

juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus

empat puluh dua rupiah dan tujuh puluh tujuh sen)

yang tediri-dari:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Rp215.136.710.342,77 (dua ratus lima belas milyar

seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sepuluh

ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah dan tujuh

puluh tujuh sen);

2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Rp403.624.512.000,00 (empat ratus tiga milyar

enam ratus dua puluh empat juta lima ratus dua

belas ribu rupiah);

a



delapan ribu rupiah); dan

4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)

, Non Fisik Rp45.499.218.0O0,O0 (empat puluh lima

milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta

dua ratus delapan belas ribu rupiah).

b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp41.587.990.000,00

(empat puluh satu milyar lima ratus delapan puluh

tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar

Rp64.287.599.757,00 (enam puluh empat milyar dua ratus

delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh

sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh ntpiah) yang

terdiri dari:

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Rp13.940.152.600,00 (tiga belas milyar sembilan ratus

empat puluh juta seratus lima puluh dua ribu enam

ratus rupiah);

b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor Rp9.079.067.300,00 (sembilan milyar tujuh

puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus

rupiah);

c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor Rp32.212.98O.100,00 (tiga puluh dua milyar

dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh

ribu seratus rupiah);

d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

Rp727.824.900,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta

delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus

rupiah); dan
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e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Rp8.327.574.857,OO (delapan milyar tiga

puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh

delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

a

Rokok

ratus dua

empat ribu

6. $etentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2O2t direncanakan

sebesar Rp1. 123.67 t.637 .8L3,77 (satu trilyun seratus dua

puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta enam

ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah

dan tujuh puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal t huruf a direncanakan sebesar

Rp722.552.065.506,00 (tujuh ratus dua puluh dua milyar

lima ratus lima puluh dua juta enam puluh lima ribu lima

ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

c. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp361.481.345.431,28 (tiga

ratus enam puluh satu milyar empat ratus delapan puluh

7.



satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus

tiga puluh satu rupiah dan dua puluh delapan sen).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.750.011.216,72

(tiga ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima

t puluh juta sebelas ribu dua ratus enam belas rupiah dan

tujuh puluh dua sen).

(a) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c direncanakan sebesar Rp19.687 .221.336,00 (sembilan

belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua

ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam

rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.161.400.000,00

(dua milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu

rupiah).

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal L1

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 10

ayat 12) direncanakan sebesar Rp361.395.205 .431,28 (tiga

ratus enam puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh

lima juta dua ratus lima ribu empat ratus tiga puluh satu

rupiah dan dua puluh delapan sen), yang terdiri dari:

a. Belanja Gaji dan T\rnjangan ASN

Rp168.189.355.381,46 (seratus enam puluh delapan

milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus

lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu

rupiah dan empat puluh enam sen) yang terdiri dari:

1. Belanja Gaji Pokok ASN Rp132. 122.100.906,46

(seratus tiga puluh dua milyar seratus dua puluh

dua juta seratus ribu sembilan ratus enam rupiah

dan empat puluh enam sen);



2. Belanja Ttrnjangan Keluarga ASN

Rp9.641.627 .636,00 (sembilan milyar enam ratus

empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tujuh

ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

3. Belanja T\.rnjangan Jabatan ASN

Rp4.605.401.750,00 (empat milyar enam ratus

lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima

puluh rupiah);

4. Belanja T\rnjangan Fungsional ASN

Rp3.948.942.OO4,OO (tiga milyar sembilan ratus

empat puluh delapan juta sembilan ratus empat

puluh dua ribu empat rupiah);

5. Belanja T\rnjangan Fungsional Umum ASN

Rp2.080.763.000,00 (dua milyar delapan puluh juta

tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

6. Belanja Tlrnjangan Beras ASN Rp5.955.494.94O,OO

(lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta

empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan

ratus empat puluh r-upiah);

7. Belanja T\rnjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Rp107.530.181,00 (seratus tujuh juta lima ratus tiga

puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah);

8. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp1.687.986,00 (satu

juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan

ratus delapan puluh enam rupiah);

9. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Rp8.823.324.896,00 (delapan milyar delapan ratus

dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu

delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);

10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Rp225.601.230,00 (dua ratus dua puluh lima juta

enam ratus satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

dan
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1 1. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Rp676.880.852,00 (enam ratus tujuh puluh

enam juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan

ratus lima puluh dua rupiah).

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Rpl47 .779.892.399,00 (seratus empat puluh tduh
milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan

ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan

puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

ASN Rp58.991.511 .2O9,OO (lima puluh delapan

milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima

ratus sebelas ribu dua ratus sembilan rupiah);

2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat

Bertugas ASN Rp2 .873.t59.487,OO(dua milyar

delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima

puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh

tujuh rupiah);

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja

ASN Rp2.687.613.954,00 (dua milyar enam ratus

delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu

sembilan ratus lima puluh empat rupiah);

4. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan

Profesi ASN Rp3.268.168.519,00 (tiga milyar dua

ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh

delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah); dan

5. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja

ASN Rp79.959.439.23O,OO (tujuh puluh sembilan

milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta

empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga

puluh rupiah).

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

Objektif Lainnya ASN Rp36.491.856.819,82 (tiga

puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh satu

a
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juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus

sembilan belas rupiah dan delapan puluh dua sen) yang

terdiri dari:

1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak

Daerah Rp233.203.100,00 (dua ratus tiga puluh tiga

juta dua ratus tiga ribu seratus rupiah);

2. Betanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Belanja Tfrnjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Rp20.390.477.OOO,00 (dua puluh milyar tiga ratus

sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh

ribu rupiah);

4. Belanja T\rnjangan Khusus Guru (TKG) PNSD

Rp1.463.259.000,00 (satu milyar empat ratus enam

puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu

rupiah);

5. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Gurrr PNSD

Rp378,000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan

juta rupiah);

6. Belanja Honorarium Rp1 1 .29O.515.169,82 (sebelas

milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus

lima belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah

dan delapan puluh dua sen); dan

7. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp683.770.000,00

(enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus

tujuh puluh ribu rupiah).

d. Belanja Gaji dan T\rnjangan DPRD Rp5.535.596.200,00

(lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus

sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah)yang

terdiri dari:

1. Belanja T\rnjangan Keluarga DPRD

seratusRp42.120.400,00 (empat puluh dua juta

dua puluh ribu empat ratus rupiah);

a
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2. Belanja T\rnjangan Beras DPRD Rp46.348.800,00

(empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh

delapan ribu delapan ratus rupiah);

3. Belanja Uang Paket DPRD Rp25.840.000,00 (dua

puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu

rupiah);

4. Belanja T\rnjangan Jabatan DPRD

Rp436.247.000,00 (empat ratus tiga puluh enam

juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

5. Belanja T\rnjangan Alat Kelengkapan DPRD

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

6. Belanja T\rnjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu

rupiah);

7. Belanja T\.rnjangan Komunikasi Intensif Pimpinan

dan Anggota DPRD Rp2.352.000.000,00 (dua milyar

tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);

8. Belanja T\rnjangan Reses DPRD Rp588.000.000,00

(lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

9. Belanja T\-rnjangan Kesejahteraan Pimpinan dan

Anggota DPRD Rp82.24O.000,00 (delapan puluh dua

juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

10. Belanja Tlrnjangan Transportasi DPRD

Rp1.836.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga

puluh enam juta rupiah); dan

11. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

Rp66.800.000,00 (enam puluh enam juta delapan

ratus ribu rupiah).

e. Belanja Gaji dan T\rnjangan KDH/WKDH

Rp507.510.201,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus

sepuluh ribu dua ratus satu rupiah) yang terdiri dari:

1. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp46.768.000,00

(empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh

delapan ribu rupiah);

t
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2. Belanja T\rnjangan Keluarga KDH/WKDH

Rp5.599.44O,OO (lima juta lima ratus sembilan

puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh

rupiah);

3. Belanja T\rnjangan Jabatan KDH/WKDH

Rp85.082.400,00 (delapan puluh lima juta delapan

puluh dua ribu empat ratus ruPiah);

4. Belanja T\rnjangan Beras KDH/WKDH

Rp5.266.382,00 (lima juta dua ratus enam puluh

enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);

5. Belanja T\rnjangan PPh/Tunjangan Khusus

KDH/WKDH Rp523.135,00 (lima ratus dua puluh

tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

6. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp727,OO

(tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

7. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH

Rp103.816.345,00 (seratus tiga juta delapan ratus

enam belas ribu tiga ratus empat puluh lima

rupiah);

8. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

KDH/WKDH Rp113.443,00 (seratus tiga belas ribu

empat ratus empat puluh tiga rupiah);

9. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH

Rp340.329,00 (tiga ratus empat puluh ribu tiga

ratus dua puluh sembilan rupiah); dan

10. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan

Pajak Daerah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam

puluh juta rupiah).

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta

KDH/WKDH Rp595.040.000,00 (lima ratus sembilan

puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) yang terdiri

dari:
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1. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD

Rp262.080.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta

delapan puluh ribu ruPiah); dan

2. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH

Rp332.960.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta

sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
,

g. Belanja Pegawai BOS Rp2.282.O94.43O,00 (dua milyar

dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh

empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar

Rp329.750.011.216,72 (tiga ratus dua puluh sembilan

milyar tujuh ratus lima puluh juta sebelas ribu dua ratus

enam belas rupiah dan tujuh puluh dua sen) yang terdiri

dari:

a. Belanja Barang Rp77 .176.483.153,18 (tujuh puluh

tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta empat

ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga

rupiah dan delapan belas sen)merupakan barang pakai

habis yang terdiri dari :

1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi

Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima

ratus ribu rupiah);

2. Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp466.950.000,00

(empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus

lima puluh ribu rupiah);

3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Rp5.347.722.836,00 (lima milyar tiga ratus empat

puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu

delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

4. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman

Rp2S0.600.000,00 (dua ratus delapan puluh juta

enam ratus ribu rr.rpiah);
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5. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp37.006.000,00

(tiga puluh tujuh juta enam ribu rupiah);

6. Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp3.242.32O.525,OO

(tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta tiga

ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh lima

rupiah);

7. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

Rp2.330.389.380,00(dua milyar tiga ratus tiga puluh

juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga

ratus delapan puluh r-upiah);

8. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya

Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat

Tulis Kantor Rp6.624.636.377,18 (enam milyar enam

ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh

enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah dan

delapan belas sen);

10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan

Cetak Rp19.851.292.724,00 (sembilan belas milyar

delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus

sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh

empat rupiah);

1 1. Belanja AlatlBahan untuk Kegiatan Kantor-Benda

Pos Rp964.6L9.329,00 (sembilan ratus enam puluh

empat juta enam ratus sembilan belas ribu tiga

ratus dua puluh sembilan rupiah);

12. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Persediaan Dokumen/Administrasi Tender

Rp38.094.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan

puluh empat ribu rupiah);

13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat

Listrik Rp577.833.660,00 (lima ratus tujuh puluh

tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam

ratus enam puluh rupiah);
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14. Belanja Alat/Bahan ugtuk Kegiatan Kantor

Perlengkapan Dinas Rp105.550.000,00 (seratus lima

juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Souvenir f Cendera Mata Rp19.400.000,00 (sembilan

belas juta empat ratus ribu rupiah);

16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Rp63.765.600,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus

enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);

17. Belanja Obat Obatan-Obat Rp7. 191.364.078,00

(tujuh milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga

ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh delapan

rupiah);

18. Belanja Obat-Obatan Obat-Obatan Lainnya

Rp8.672.450.038,00 (delapan milyar enam ratus

tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu

tiga puluh delapan rupiah);

19. Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian

Lainnya Rp207.317.O75,OO (dua ratus tujuh juta

tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh lima rupiah);

20. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Rp7.15O.018.422,OO (tujuh milyar seratus lima

puluh juta delapan belas ribu empat ratus dua

puluh dua rupiah);

21. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Rp7.986.518.600,00 (tujuh milyar sembilan ratus

delapan puluh enam juta lima ratus delapan belas

ribu enam ratus rupiah);

22.Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas

Pelayanan Urusan Kesehatan Rp40.000.000,00

(empat puluh juta rupiah);

23. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Rp3.739.384.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga
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puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat

ribu rupiah);

24.Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp71.200.000,00

(tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

25. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan

ratus ribu rupiah);

26.Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Rp288.768.000,00 (dua ratus delapan puluh

delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu

rupiah);

2T.Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Rp342.641.510,00 (tiga ratus empat puluh dua

juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus

sepuluh rupiah);

28. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah);

2g.Belanja Pakaian Penyelamatan Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah);

30. Belanja Pakaian Pelatihan Kerja Rp329.454.000,00

(tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus

lima puluh empat ribu ruPiah);

31. Belanja Pakaian Adat Daerah Rp243.470.000,00

(dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus tduh
puluh ribu rupiah);

32. Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp23.350.000,00

(dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu

rupiah);

33. Belanja Pakaian Olahraga Rp241.140.000,00 (dua

ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh

ribu rupiah); dan

34. Belanja Pakaian Paskibraka Rp4l7 .249.999,OO

(empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat



puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh

sembilan ruPiah).

b. Belanja Jasa Rp133.577.597.746,54 (seratus tiga puluh

delapan milyar lima ratus tujuh puluh tduh juta lima

ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat

puluh enam rupiah dan lima puluh empat sen) yang

terdiri dari:

1. Belanja Jasa Kantor Rp116.604.976.4t9,54 (seratus

enam belas milyar enarn ratus empat juta sembilan

ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan

belas rupiah dan lima puluh empat sen);

2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Rp11 .949.745.307,00 (sebelas milyar sembilan ratus

empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh

lima ribu tiga ratus tduh ruPiah);

3. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Rp2.515.186.910,00 (dua milyar lima ratus lima

belas juta seratus delapan puluh enam ribu

sembilan ratus sePuluh ruPiah);

4. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Rpl.935.484.940,00 (satu milyar sembilan ratus tiga

puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat

ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

5. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp86.500.000,00

(delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

6. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Rp2.980.219.25O,OO (dua milyar sembilan ratus

d.elapan puluh juta dua ratus sembilan belas ribu

dua ratus lima Puluh ruPiah);

7. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp183.000'000,00

(seratus delapan puluh tiga juta rupiah); dan

8. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan

Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Rp2.322.484.92O,OO (dua milyar tiga ratus dua
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puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat

ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

c. Belanja Pemeliharaan Rp2O.971 . 137.839,00 (dua puluh

milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus

tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan

rupiah) yang terdiri dari:

1. Belanja Pemeliharaan Tanah Rpt77 .900.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu

rupiah);

2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Rp6.233.6O9.O27 ,OO (enam milyar dua ratus tiga

puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu dua puluh

tduh rupiah);

3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Rp 10. 18 1 . 135.679 ,OO (sepuluh milyar seratus

delapan puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu

enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan

4. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Rp4.378.493.133,00 (empat milyar tiga ratus tujuh

puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga

ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

d. Belanja Perjalanan Dinas Rp74.722.352.454,00 (tujuh

puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga

ratus lima putuh dua ribu empat ratus lima puluh

empat rupiah) yang terdiri dari:

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Rp74.571.338.404,00 (tujuh puluh empat milyar

lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga

puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah); dan

2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Rp151.014.050,00 (seratus lima puluh satu juta

empat belas ribu lima puluh rupiah).

e. Belanja Uang danf atau Jasa untuk Diberikan

kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
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Rp2.528.744.OOO,00 (dua milyar lima ratus dua puluh

delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu

rupiah);

f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp5.S9 l '596'024,00

(lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta

lima ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh empat
,

rupiah); dan

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp9'882'100'000,00

(sembilan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta

seratus ribu ruPiah).

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(4) direncanakan sebesar Rp19.687 .221,336,00 (sembilan

belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua

ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam

rupiah) yang terdiri dari:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Rp1.915.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima

belas juta ruPiah);

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Rp17.248.788.493,OO (tujuh belas milyar dua ratus

empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh

delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)

yang terdiri dari:

1. Belanja. Hibah kepada Badan dan Lembaga yang

Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Rp2.463.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam

puluh tiga juta ruPiah);

2. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,

Sukarela dan sosial yang Telah Memiliki surat

Keterangan Terdaftar Rp1 1.051 .952.165,00 (sebelas

milyar lima puluh satu juta sembilan ratus lima
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ENHNFOET I
ESHH ,> t'
fr. !w
ffilltrt tr



puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah);

dan

3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,

sukarela Bersifat sosial Kemasyarakatan

Rp3.733.836.328,00(tigamilyartujuhratustiga

, puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu

tiga ratus dua puluh delapan rupiah)'

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

RpBelanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik Rp523.432.843,OO (lima ratus dua puluh tiga

juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus

empat Puluh tiga ruPiah).

(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasalloayat(5)direncanakansebesar
RpRpl 1.639.487.522,00 (sebelas milyar enam ratus

tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu

lima ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

a. Belanja Bantuan sosial kepada Individu

Rp2.161.400.000,00(duamilyarseratusenampuluh
satu juta empat ratus ribu rupiah); dan

b. Belanja Bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat

Rp9 .472.O87 .522,OO (sembilan milyar empat ratus

tujuh puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu lima

ratus dua Puluh dua ruPiah)'

g. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam

Pasalghurufbdirencanakansebesar
Rp24t.g76.66g.3}7 ,77 (dua ratus empat puluh satu

milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam

puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah dan tujuh

puluh tujuh sen), Yang terdiri atas:



a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

c. Belanja modal bangunan dan gedung;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

e. Belanja modal aset tetap lainnya.

(]) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp4.230.235.600,00(empat

milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus tiga puluh lima

ribu enam ratus ruPiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp30.831.479.526,00 (tiga puluh milyar delapan ratus

tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan

ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp31 .+65.754.197,OO (tiga puluh satu milyar empat ratus

enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu

seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hur-uf d direncanakan sebesar

Rpl69 .776.561 .768,77 (seratus enam puluh sembilan

milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus

enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan

rupiah dan tujuh Puluh tduh sen).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp1.072.698.216,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta

enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam belas

rupiah).
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10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 13

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat t2\ direncanakan sebesar

Rp4.230.235.600,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh

juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah)

yang terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah Persil Rp4.080.235.600,00 (empat

milyar delapan puluh juta dua ratus tiga puluh lima

ribu enam ratus ruPiah); dan

b. Belanja Modal Lapangan Rp150.0O0.000,00 (seratus

lima puluh juta ruPiah).

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar

Rp34.83 1.479.526,00 (tiga puluh empat milyar delapan

ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh

sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang

terdiri dari:

a. Belanja Modal Alat Besar Rp24.800.000,00 (dua puluh

empat juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp3.986'302.824,00 (tiga

milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga

ratus dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta

rupiah);

d. Belanja Modal Alat Pertanian Rpl.140.000.000,00 (satu

milyar seratus empat puluh juta rupiah);

e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp4.391.633.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan

puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

(1)
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f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Rp555.4O4.000,O0 (lima ratus lima puluh lima juta

empat ratus empat ribu ruPiah);

g. Belanja Modal AIat Kedokteran dan Kesehatan

Rp13.824.818.542,00 (tiga belas milyar delapan ratus

dua puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu

lima ratus empat Puluh dua ruPiah);

h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp413.816.900,00

(empat ratus tiga belas juta delapan ratus enam belas

ribu sembilan ratus ruPiah);

i. Belanja Modal Komputer Rp2.976.069.O00,00 (dua

milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam

puluh sembilan ribu rupiah);

j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp228.500.000,00 (dua

ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp8.000.000,00

(delapan juta rupiah);

1. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp414.800.000,00

(empat ratus empat belas juta delapan ratus ribu

rupiah);

m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp96.000.000,00

(sembilan puluh enam juta ruPiah);

n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Rp2.617.335.260,00 (dua milyar enam ratus tujuh

belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus

enam puluh rupiah); dan

o. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

Rp4.O00.000.000,00 (empat milyar rupiah).

3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) direncanakan sebesar

Rp31.465.754.197,OO (tiga puluh satu milyar empat ratus

enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu

seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari;



a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp29.39O.746.850,00

(dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh

juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus

lima puluh rupiah); dan

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

, Rp2.075.OO7.347,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta

tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar

Rpt69.776.561 .768,77 (seratus enam' puluh sembilan

milyar tduh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam

puluh satu ribu tduh ratus enam puluh delapan rupiah

dan tujuh puluh tujuh sen) yang terdiri dari:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Rp113.018.610.879,77 (seratus tiga belas milyar

delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan

ratus tujuh puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh

tujuh sen);

b. Belanja Modat Bangunan Air Rp27.333 .977.5O2,OO

(dua puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta

sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua

rupiah);

c. Betanja Modal Instalasi Rp27.838.397.787,OO (dua

puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan

juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus

delapan puluh tujuh rupiah); dan

d. Belanja Modal Jaringan Rp1.585.575.600,00 (satu

milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus

tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar

Rp1.072.638.216,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta

enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam belas

rupiah) yang terdiri dari:



rupiah);

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/

Kebuday aar;l Olahraga Rp12' 110'OOO'OO(dua belas juta

seratus sePuluh ribu ruPiah); dan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Rp6O5.553.216,00 (enam ratus lima juta lima ratus

lima puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah)'

ll.KetentuanPasal14diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud

dalamPasalghurufcdirencanakansebesar
Rp32.80O.OOO.OO0,O0 (tiga puluh dua milyar delapan ratus

juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga'

12. Mengubah Lampiran sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang

DiklasifikasiMenurutKelompok'Jenis'Objek'Rincian
Objek Pendapatan, Belanja' dan Pembiayaan;

2. Mengubah Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Ke{ompok, Jenis' Objek' Rincian Objek

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Mengubah Lampiran III Daftar Nama Penerima' Alamat

Penerima, dan Besaran Hibah; dan

4. Mengubah Lampiran IV Daftar Nama Penerima' Alamat

Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial'

b.

c.
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Peraturan BuPati ini

diundangkan.

Agar setiaP

Pasal II

mulai berlaku Pada tanggal

orang mengetahuinya, memerintahkan

t'engundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya

dalam Berita Daerah.

go"l

Diundangkan di Ranai

pada tanggal tr1 M ard 06?l

b4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATU-T

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR IT

Ditetapkan di Ranai

ENDRA KUSUMA



LAMPIRANI
PERATURAN BUPATI NATTINA
NOMOR rt TAHUN202I
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
NATI.]NA NOMOR 68 TAHI.IN 2O2O TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2I

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK

, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAII Jt,MLAH

2 3

4. PENDAPATAI{ DAERAH 1.002.719.E04.051,77

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.959,512.022,00

4.1.01. Pajak Daerah 12.000.000.000,00

4.1.01.06. Pajak Hotel 110.687.500,00

4. r.01.06.02. Pajak Motel 110.687.500,00

4.1.01.06.02.0001. Pajak Motel I 10.687.500,00

4.1 .01.07 . Pajak Restoran 2.228.062.500,00

4. r .01 .07.01 . Pajak Restoran dan Sejenisnya 2.228.062.500,00

4. I .0 t .07.01 .0001 . Pajak Restoran dan Sejenisnya 2.228.062.500.00

4.1.01.08. Pajak Hiburan 17.500.000,00

4.1.01.08.05. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 15.000.000,00

4.1.01.08.05.0001. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Seienisnya 15.000.000,00

4.1,01.08.07. Pajak Permainan Biliar dan Bowling 1.250.000,00

4. I .01 .08.07.000 r . Pajak Permainan Biliar dan Bowling 1.250.000,00

4. L0 r .08.09. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan pusat Kebugaran
(Fitness Center)

1.2s0.000,00

4. I .01 .08.09.000 I . Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi UaplSpa dan Pusat Kebugaran
(Fitness Center)

1.250.000,00

4.1.0 r.09. Pajak Reklame 93.000.000,00

4.1.01,09.01. Pajak Reklame Papan/Billboard./Videotron/ Megahon 77.000.000,00

4.1.01.09.01.0001. Pajak Reklame Papan/Billboard,/Videotron/ Megahon 77.000.000,00

4. I .01 .09.02. Pajak Reklame Kain 11.000.000,00

4.l.0l.09.02,0001. Pajak Reklame Kain I1.000.000,00

4.1.01.09.03. Paj ak Reklame Melekat/Stiker 3.000.000,00

4. l ,01 .09.03,000 I . Pajak Reklame Melekat/Stiker 3.000.000,00

4. r.01.09.05. Pajak Reklame Berjalan 2.000.000,00

4.1.01.09.05.0001. Pajak Reklame Berjalan 2.000.000,00

4.1.01.10. Pajak Penerangan Jalan 6.610.000.000,00

4. l .01. 10.01 . Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 1.000.000.000,00

4.1.0r.10.01.0001. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri r.000.000.000,00

4.1.01.10.02, Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 5.610.000.000,00



59.429.917.000,00Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau5.4.02.05.01.0001.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau

Kabupaten/Kota kepada Desa

5.4.02.05.02

Befanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ataus.4.02.0s.02.0001.

1.L23.671.637.813,77JUMLAH BELANJA DAERAII

(120.951.833.762,00)suR}LUs(DEFISIT)

PEMBI.AYAAN DAERAH

123.951.833.762,00PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 123.9s1.833.762,00

t23.951.833.762,006.1.01.05.

Penghematan Belanja-Belanja Operasi 103.844.395.000,006.1.01.05.01.

3 1.785.064.000,00Belania Peeawai-Gaii dan Tuniangan ASN6.1.01.05.01.0001.

2I.I90.043.000,006.1.01.05.01.0002.

50.869.288.000,006. 1.01.05.01,0007

20.t07.438.762,00Ponghematan Belanj a-Belanja Modal6.1.01.05.02.

6.1.01.05.02.0020.

8.042.974.762,00Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan

Jembatan

6.1.01.05.02.0024.

ruMLAH PENERIMAAN PEMBI,AYAAN t23.951.833.762,00

P E N GE L UA RA N P E M B I A YAAN

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD6.2.02.02.0t.

6.2.02.02.01.0001.

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

120.951.833.762,00PEMBIAYAAI\ NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)

NATTINA,

L HAMID RIZAL

PItREFrmnDiltil

20



z
Iz
H
Hz
El

z
H

pq

z

ljZz4
Et=
OA

EE;,2
4fu,fir
4eDO

,-j
.q

::

r
!

I

I

I -zI Ezin

lgEi3I A 5BE3I it ?EEE iI F 4EqOt- 4I <D<\oO:E aI o<Fadz4 j ,I -drA9;f tiI ;?nt93E II E fl,alll"i= H

l , sfgEEEH iiI 
=3I qEI ieI 8?I 

==flr-, -ZZI <{{-I Z UFII1 atl>I EEEEI ia13r Z 3 I 
=t frzi--I HrzI 6HEilaI tiv

O. trlz2

av
:k1in)*g
tr: ;-i
iJV1aFla
HAaa
aiI r-flaU
H

z
il
lq
Ei
z
rd
Cr

z

Fz
d
t!
3,6E<
-a4Zvi<
&&

z

z
il
trri
Y

z
U)

El
FI

2
rdA

\t
d

d
F 6

F.t

Fl
2

€
ct€
N
h

\c
a

N

CO
S

FI
ro
es6l

s\oq\\
6l

€
GI
N

F
F
\0

a

\o
aa

F
F
t
F
h\o

g\

\o
c,\
\o
Nts
\o
F

$

o\

q
e.tr
F-\o

t

\0
o\
ot
t--
\o
F-I
$

o\
@€€
e{€
+
6
\f,

o
di
\o
+€I
r\
o\r

o\

\o
$\o\o
o\
F-r
oir

o\

I
$\D
E
oi
F-r
ar

F-
o\I
6
.')
+
\
$

t--
o\\q
a
..1
r+

\s

r
o\

oi

$
t'-
<t

o
F
Fr

oo
oo
rirt-
F-

z

&
N

il
IEI

z
rl
rc
te

t
s
o
s
Iri{
uk
A:

{
ts

N
AJ
u
rJt
st
HIrl
ut
sl

d
td

e
z

Fz

a
lEl

z
cn

il

z
za
5ELZ
et<4.tsiOD
A6E<
o.; 14

6!

d

6lt
oo

d
I
0

Fi

rl
u!
6l

ov
cC

E

z
ah

c
b!

F

'?
o
6'
6l

o

o
Or

a)

&
HA

2
Fl
E]
Eq

d
>
d
boq

Fr
6
<d

o
H

z
v)

tr
d
bo

6

t
F
6

d'

({

o
E

z
V)

,jloJ
^o

€'
d'a
a
!a

V)z
,rz

JI
or

o
c0

v)z
er
Jlo*
trr
'a
6

d
o

co

z
cn

(0
bo

o
YI
dt
botdt
!3 I'al
FIol'el
dt
ol
ral

(A
z
tr
d
bI)

6
ov
6
60

F
d

oo

ffi

v

q

V)z
d
o0
d
ov
6
oo
E
d

F
d.F
G
o

ca

z
v)

6
d

-od
c
o0
tr
E'

t<
6
.n
o

ca

cr)z
tr(,

(!

6
b0
tr
'e
=F

.F

oo

trl

V

o o

N c.l o

o

o

N

6l

N

N

N

N

o
N

N

N

N

o

N

N

N

N

<)
N

N

N

N

N

c-l

o
c.l

N

e o o

h ra ia h ra



t-

\

J
Ni\z

DF
d
6

N
X

e
(B:

N
x

al
N

6

x

o

\o€
r
c.l

o\
d
io
o\!

o\
m

(B

ta

H

d
trd
(!

o
cn'=
d
o
tq

b0

b0

F

o

o
E]

d

o
,tz

00

A
o0

d
F

a\,

o
t!
r(

o
E

!

bo

c!

p<

60

6
F

E
o
oJt!
d
ov

o.
tr

F

=.8,

6
d

o.o
M

G

d

o0

d
D

v
Er

F]

A
z

U)()
z
tr
z
ti
a
trlv
z

te
Fl

F
F

sl
N

N



rl
z $

<f
oe
N

o.l

(.)
t6
N
t)
t
6ln

(r)<6
ct
?.)
t
c)
Nra

SS
fti\
9o
6i
\
+;
N

2
/,
f-1z
Fl

F

a
rl

d

=d
z

a
il
rdz
tsl

a
z

c{

g
F
Fl

Fr
z

a
z
tr
z
D
F
a
H
!1
z

t0

oo

6l i:

=61ketrEcl
'dE
6to

AE
crtr

il=

'Es

CiE
!!!
d=

.I *l

^jl Fr

IE Elr&'
lr{ E
ljt dIE€
trt 

=

IfEE
t= L dli fl n
lna aE
IE.ET
IE.Ffi
l4 9. 'al:ts8
t:9P

lv:a
ld 6 6l
lclb0=lE 6! 6

I-UE Els-s Elflgfl

)4

oA

L
A
(n€
d
o

JZ

N
bo

d
ov
tr

o
adE
eq

d

d
0)o

- -.Et.:, : dl

E E HIi'E al
Efl EI
d -,aatE * EI
ca 5 0l
c P trl
d;'El
H t EI
il .:. c,) I

E E HI
E E EI
E.* EI
E 

' 
HI

E !, dl
fl d El
1o f (r)

H !-d
EE Ettr9
E.EA
E& E
E 

=#E &Evla=

d:iJ
a!i= -EE i
-fi kE
=-E

cEfr E

lgEs
l!El; E

l6t Ela.cd
l-g 6tl6.Y
l.a g!
tF.=
l-E o
l6tL

l=lr-

14 I

HI
.rlol
zl<tot
<l(hlolzl<llaI
1l.:l
F
a
H
v
z

tr

tr

Fl
2
D

:l
olt\l

z

6

$

.I
?a)

z
<908
;312
ZZi,S
E=^?3

3 J)H3F tiSz A<Fe.ts<azoz<di{(-t<F<{
t-Z!tooOH<p<\ooiiAEcAdZ4.p<5U^<.d,

=?[fr7e2
id6aiad)o-Zl-Za-A efrdfr{-a&

Erl rdtelaz><<riZAfuP-a
-2c,.
,EHS
E;J;
? dE tE{licAd
BFssi
$E e1
EHHz
-\-l-rJ
-Z,A-

a323
EO3
Z-tratrlJ|tr

"38
)(,
r{av

z

tq

z
Fi
He



c-.1

F]

2
sf

o

o
m

o
c.t

o

'o
o

t-

o
o o

F-

o o
oo

F.-
rn

6
o\
t)

6
ta
|n
N
t

S
S

g\\
cd
co
N
e;
\G

oi
>l

N
d

<\3\F

2
&
rgz
Fr

F

-
Fl

c!

a
dz

(!

(B

z
=

tr
5
6z

aq
tr5
6z

,

aB

t
6
z

3

z

d
a
(d

z

d

E
CBz

d
tr
3
d
z

(B

t
6z

v
4

2

frlz
Cr

a
z

N

t<
t>tot<
ti
lD

l*

€
o
v
ad

Or

rd

ta
a
L

z

ti

.l
ca

o
z
cq

n
2

H
A
M

Da
O
F!v
o
F
Ci
F.l

B

FF
Fl

v)
aa
o
o

Vo
&

rl

&pa

a

J
;i

o
a

..1

aa
&
n
A
t-*

J
IJ

F

rl
3
F.l

p
z
H

a

z
.l
oa
D
&
Hq
A
tr

V

..1

&
H

&
a

6t

a
cl

o
z
6l
E
tr
dll
o
oq0

0)
Fr
0
6t

0
6,tr
d
6
a!o
,:l

o
d

6l

6

il
El

n
t<

&
F
H
&
V
f-la
o

tr

Fl
a

El
\tt
o
t!

oz

t--$ t'.'$ a-t 6
<f

@\t
(l
oo$ €.f

v
@
\f,

€
$

€
<-

@$ 00
$



j
z
P

$

oo

ra rf)

o

o\(\

c

o\cl

c
o\
at

$
o\
o\sl

co

!t
o\
o\i

o
o
o
t
o\
o\.rf

oo
o
q

oi
cn

o
o
6

ta
&
frlz
Fr

2
A
Fl

6nt
aBz

tr
E
z

qn

c
d
z

trc
dz

!
(d

z

a
&
F]z
t-l
0r

t4

z

c.l

z
g

z
ts
u)

z

I
v)

cl
o!
(t
o
t4

!
IE
tro

6l

b0

o
Lt
l6t

let(Etd
IElcl
l5
l(E
ld
IElola.lsldl6
IE
l6t
tllcl
lo
l0r

cd

!)
P
o
ta

C6

B

rd

6

d
'6
dao

14
cn

doa
(
6
ta

Ava
d
u0I
cl
aot
&

o

(!

E8

o

6,
,rC

r!ll
at

cl
c!

er

at

6t
o

cl
r!
Mo
,i(
!

ta
l*
lil
la
l6

lolat-
ldl=t:
ldlra
lEld
IE

ti

z4
v

z
Fl
v)

z

rl

o
U)

z

Fz

El
a
D

z
H

tsl(t)
ti
v
q)

z

00

u0

j
tr
d
6l

o
q)

M

6t

d
al

c!

o
ED

o

JZd
d

lz
g
E
o
ov
.dao,il
dv6
do
o
H

o
o0

d

bn

6

cd

a
c
da
(!

ca

d
o

c0

EIarlEI
=llt
hDlsl
Fll
EI6tl
r{l5lol
ol
14 I

EI
dl
EIcl
>rldl
ol
!l
trl.ll6tt
=tot0!tEI@tI
d
d
a!
C)

,l{

v)
G'

6l
E
ra

6l

6
tq

6l

=

z
Fr

ri
rn
fr)
V
a
z

Fr
Fl

rh

v)
z

Fz
tr

Fl
z

j

q

a
cn

z

6l
o!
6
o

cq
6l
o

6l
o
ov
5l

v)
6,

.B
tr
o

rltr

q
oa
aq

E6
oo

oA
00

'tr
6

F
Flo

6thnl
dlrl
olvt
EI
6ll6tlLIol

6ll'dt
qlvl
d

v)
d

6l
tr
6t

6,t-

(l
ODe
!
.a
d€
6le
d

oa
(B

6l
lq

CT

JI

#lolalal
elal
sl<t
0rl

II(Dlolal
elDIHI
zllaI

<t
FII
-tpl

z
<,

11p

z
rd
lr
z
j

z
trl

zritr
g
z
z

z

z
Flil
Fl

i
Fi
a
r{
rd

z-a
iE
*H
E#
Fd
U);
Zd6V

trdJ
€rJ
El I
$lt

El!
-sildr
o ll

!l
ET
s. l
CI
Fl
6l

ov
6l

':
2

al

€l

6l

6l

E
o
v
6a

'2roiV
E1D.I'

\JE

tid
od

HQ
G6

6t=
dE

bD=

-() -o

il

LI
EIf

to
e
o.
v
q

v
C6

oe
k
oo
.v
rB

G'trr
o

,.!zo
,!i(,
E

tr
d
u0

opr
ra

rn

a

Eil

Ao

v
z
cq
M
tr6
tr6
d
or
ko
0.o

J4d
(O'r
oIo
)1
Gt

d
oo

o

6
d
o

fr t

{
I

\

oz
rt
N
N N

r-
N

N
N

\o

(?)

6l

N
tn

€
N

c
tc
N
?a

N

zt {*<9aA
H14>Hi-H7
ZA<J,
-$=^?3

3 f,:H3F-,DJZA<=oiU?Pzoz4d,E
!2f;=3f,<p<\ooEp.IEc0&24p<Doad

= 

a[Fdzz
gHETEj.i"
iHsEredAo.zt-za.a

t
Fl

a
a
z
s-ZZ

&6<HOd
Frl ilJrqtrz><<r-I

vaB.itiQ
-zla.
,EHSZa.rNAAiZ
-/an1 ^E\<iintrerCcrlJ
EE*H
fi ?fr2
HHHZ;2==24.)EiziEU3a4a
HE,<i>a

aa;ztr<<P'z
Fq

a
v
Fl

z
D
Fl

ct)

a
z
p
Fz
n

z
rl
F]
le



j
2

s
F-
@ oo

N
m

oal
00

ra
r-t.(r)
(fi
t

c

io
r-Ft)
(a{ $ o\

o

N
\l€

o*o

SS
ST
N
N\S
oi
so

oi
rl
N
d

gR
+

z
I
trlz
Fr
F

2
Fl

(o

t

z

(q

=6
z

t
d
z

6

(n

z

)

Cg

z

(!
3

z z

c€

=6z

c!

aBz

ta

Hz
trltr
Ia
z

N

6

bo

E

6
o
E
!

o

F
o

JIo
o

3
!g
o
z

GE

.tzo
tr

cd

rO

d
H
d

o

6o
H

ot

,\zo
o

-od
C)

-6t
6tggo -aEO
6, ,!&|r
:IEtrt
!E
cqd

=lr

F
00
00

rl
u0
ul)

o

6l
o0

Ct

!
bo
q

tr
6t
6l
EO
6)
.ll

o
ll
(
al

a

6t
pq

z
z
Er
&

(h

z

Fl

a
a
z
p
Fz
FE

Fl
ta
F

ilv
2

a
D
z
o
a

ov
iI
z

&
Htz

lFr
lq
lntz
tdI r-IlCr
lat<
tala

GI
tIolOI
^tat

al
d
d
d

o
Fr

rC

d

o!

al
E

E

6q0

q)
00

o

6l

g

6t

i]

0
a

ri=a=
6t .!EoCl Er

:a€

c!9

I

o

tr6

(B

cd

o
H

d
d

og
2
d
(g

d
o
ta

d

Eo
JZ

d

(€p
(€

o

I

q)
!(€
j
}Z

g)
I
so(J

<{
cq
(!

d
o
u

llt

6
(!
itou
6
?
cd

.0
E
o

J<

d
'o
d'a
d
o

EN

.- qot
o ol

E _ola ll
= Ht
EbEIL tt

€ 3lEflil :tE l!l
fl El
E +ls 

=l,EA
9troa!
11 H
do
-d

EH

cl 6

=6
zED
EE5tr
tsErad
61l

2
,E

H
I
.t

08o,
a
6

a
6,

(!
t0

at

1/*v
#=
z

o
&ri
Er

I
d

z

il
Ft

d
il
tr
V)p
z

a
z

J

(a
oa
z
P
Fz
FE

j
a

q
\
tr

tr

z

s F

r.)
ro

.I€

a.t $

t-


